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RINGKASAN 

 

Amanda Lailanur Salsabila. Desember 2023. KEDUDUKAN REKAMAN 

AUDIO VISUAL DALAM PEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL NON 

FISIK. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Lambung Mangkurat, 51 Halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, 

S.H., M.Hum. 

Akhir-akhir ini kekerasan seksual sering terjadi di kalangan perempuan maupun 

laki laki. Di setiap tempat dan setiap waktu memiliki potensi untuk terjadinya 

kekerasan seksual. Hal itu tidak hanya terjadi di tempat umum atau ruang publik 

tetapi terjadi di lingkungan keluarga yang bersifat privat. Sehingga ini penyebab 

kekerasan seksual adalah kejahatan yang masih menjadi salah satu masalah serius 

yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan pada 2017 

memberitahukan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan 

dengan jumlah tertinggi kedua setelah kekerasan fisik yakni 3.495 kasus. Rata-rata 

kasus kekerasan seksual terjadi terhadap perempuan. Salah satu bentuk dari 

kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan tindakan 

seseorang secara seksual dalam bentuk lisan, fisik, maupun non fisik yang mana hal 

tersebut tidak diinginkan oleh orang yang menjadi objek pelecehan seksual, yang 

mana harus diterimanya seolah-olah sebagai hal yang wajar. Kekerasan seksual non 

fisik juga merupakan suatu tindakan berupa ancaman, ujaran, atau kalimat yang 

bersifat seksual. Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah untuk mengatur bentuk-

bentuk kekerasan seksual. Meskipun UU TPKS mengatur tentang tindak pidana 

kekerasan seksual, namun ketentuan dalam Undang-Undang ini masih terdapat 

kekurangan mengenai kekerasan seksual non fisik. Di dalam UU TPKS, disebutkan 

dalam Pasal 5 mengenai perbuatan seksual non fisik. Akan tetapi di dalam pasal ini 

tidak dijelaskan secara spesifik mengenai perbuatan seksual secara “non-fisik”. Apa 

yang dimaksud perbuatan seksual non fisik juga tidak dijelaskan di dalam UU 

TPKS ini. Dan terdapat masih kekaburan norma terkait batasan-batasan terkait 

tindakan kekerasan seksual non fisik. Pasal 5 UU TPKS tersebut tidak menjelaskan 

pasal demi pasal apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual non fisik. Hanya 

terdapat dalam penjelasan Pasal 5 UU TPKS yaitu “yang dimaksud dengan 

perbuatan seksual non fisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang 

tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau 

mempermalukan”. Penjelasan tentang perbuatan kekerasan seksual non fisik seperti 

apa yang seharusnya terdapat dalam batang tubuh undang-undang ini. Pasal 25 ayat 

(1) tersebut membahas mengenai sebuah pembuktian kekerasan seksual non fisik 

yang apabila hanya memuat 1 (satu) saja alat bukti dapat membuktikan bahwa 

seorang terdakwa bersalah. Hal ini tentu memudahkan seorang korban kekerasan 

seksual non fisik untuk dapat membuat membuat seorang pelaku jera.  

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembuktian 

kekerasan seksual non fisik apabila seorang korban tersebut menggunakan rekaman 
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audio visual (video) dan serta bagaimana pembuktian kekerasan seksual non fisik 

apabila korban tersebut tidak disertai dengan rekaman audio visual (video).  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan 

dengan tipe penelitian adalah doktrinal research, yakni membahas pembuktian 

dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual non fisik pada Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sesuai 

dengan dengan sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analis, maka 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-perundangan (statute 

approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, penulis menggunakan sumber 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik 

pengumpulannya melalui analisis secara normatif yang ditelaah kepada peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa: 

1. Pembuktian kekerasan seksual non fisik wajib disertai dengan rekaman audio 

visual dasar hukumnya ada pada Pasal 25 ayat (1) yakni: “Keterangan Saksi 

dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika 

disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh 

keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang 

bersalah melakukannya." Rekaman audio visual dapat berupa bukti rekaman 

kamera pengawas (CCTV) atau video amatir dari saksi atau korban sendiri. 

Rekaman audio visual dihadirkan sebagai alat bukti sekunder untuk 

mendukung keterangan saksi atau korban. Rekaman audio visual tersebut 

diperlukan sebagai pertimbangan hakim untuk membentuk keyakinan hakim 

bahwa tindak pidana kekerasan seksual non fisik tersebut benar dilakukan. 

2. Apabila tidak ada rekaman audio visual maka pembuktian kekerasan seksual 

non fisik adalah melalui keterangan ahli yakni seorang psikolog klinis atau 

psikiater berdasarkan Pasal 24 ayat (3) huruf a UU TPKS. Ahli tersebut adalah 

seorang dokter spesialistik yang memiliki spesialisasi dalam diagnosis dan 

penanganan gangguan emosional. Dalam hal ini kedudukan keterangan ahli 

sangat dibutuhkan karena hanya ini yang dapat membuktikan adanya 

kekerasan psikis pada seorang korban yang sudah mengalami kekerasan 

seksual non fisik. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembuktian 

kekerasan seksual non fisik apabila seorang korban tersebut menggunakan rekaman 

audio visual (video) dan serta bagaimana pembuktian kekerasan seksual non fisik 

apabila korban tersebut tidak disertai dengan rekaman audio visual (video). 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat 

deskriptif analitis.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, Pembuktian kekerasan seksual non 

fisik wajib disertai dengan rekaman audio visual dasar hukumnya ada pada Pasal 

25 ayat (1) yakni: “Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan 

bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan 

hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan 

terdakwalah yang bersalah melakukannya." Rekaman audio visual dapat berupa 

bukti rekaman kamera pengawas (CCTV) atau video amatir dari saksi atau korban 

sendiri. Rekaman audio visual dihadirkan sebagai alat bukti sekunder untuk 

mendukung keterangan saksi atau korban. Rekaman audio visual tersebut 

diperlukan sebagai pertimbangan hakim untuk membentuk keyakinan hakim bahwa 

tindak pidana kekerasan seksual non fisik tersebut benar dilakukan. Kedua, Apabila 

tidak ada rekaman audio visual maka pembuktian kekerasan seksual non fisik 

adalah melalui keterangan ahli yakni seorang psikolog klinis atau psikiater 

berdasarkan Pasal 24 ayat (3) huruf a UU TPKS. Ahli tersebut adalah seorang 

dokter spesialistik yang memiliki spesialisasi dalam diagnosis dan penanganan 

gangguan emosional. Dalam hal ini kedudukan keterangan ahli sangat dibutuhkan 

karena hanya ini yang dapat membuktikan adanya kekerasan psikis pada seorang 

korban yang sudah mengalami kekerasan seksual non fisik. 

Kata Kunci (keyword): Pembuktian, Audio Visual, Kekerasan Seksual. 
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